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Restitusi Deggar),Pengembalian Pendahuluan Bagi PKP Berisiko
Rendah (Pasal 9 Ayat (4C) UU PPN

No. SK :

Per syar atan

1. Surat Pemberitahuan Masa PPN Lebih Bayar yang dilaporkan oleh PKP Berisiko Rendah atau surat

permohonan tersendiri.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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1. Pihak Yang §fepgaivkan Permohonan: 1. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dibursa ef ek di
Indonesia; 2. Badan Usaha Milik Negara dan Badan UsahaMilik Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai Badan Usaha Milik Negaradan Badan Usaha
Milik Daerah; 3. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mitra Utama
Kepabeanan; 4. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat
(Authorized Economic Operator; sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator); 5. pabrikan atau
produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,
yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi; 6. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi
persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d; 7. Pedagang Besar
Farmasi yang memiliki: a. Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi; dan b.
Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai cara distribusi obat yang baik; 8. Distributor Alat Kesehatan yang memiliki: a.
Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalur alat kesehatan; dan b. Sertifikat
Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik; atau 9. Perusahaan yang dimiliki
secara langsung oleh Badan U saha Milik Negara dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima
puluh persen) yang laporan keuangannya ikonsolidasikan dengan laporan keuangan Badan Usaha

Milik Negara induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Cara Pengajuan: Pengusaha Kena Pajak menyampaikan permohonan ke Kepala Kantor Pelayanan

Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

3. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Wajib Pajak memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena
Pajak Risiko Rendah; 2. Permohonan dapat diajukan dengan memberi tanda pada Surat

Pemberitahuan yang menyatakan Lebih Bayar restitusi atau dengan mengajukan surat tersendiri.

Waktu Penyelesaian
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Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melewati jangka waktu,

maka permohonan dianggap dikabulkan, dan Direktur Jenderal

Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak setelah jangka waktu se

bagaimana diatas.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); 2. Surat Pemberitahuan
Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak.

1 Bulan Sleman
aling lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak.
I Pengaduan Layanan
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Segala jenis pengglﬁmﬂyanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:
1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itien@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak,

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit

kerja lainnya
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